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EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UMUM KECAMATAN

PANGKALAN KERINCI

ABSTRAK

OLEH : AAN NURFALA

Pelaksanaan penertiban.pedagang kaki lima masih menjadi permasalahan hal ini
dikarenakan kurangnya penaganan yang dilakukan pemerintah setempat sehingga
menimbulkan kesewenaganan masyarakat dalam melanggar lokasih larangan
berdagang. Pedagang kaki lima di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih terlihat
melanggar aturan dikarenakan kegiatan berdagang dilakukan di bahu jalan umum
sehingga menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat pengguna jalan
umum. Satuan Polisi Pamongpraja dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas
dari pencapaian kebijakan yang akan dicapai melalut Efektivitas, Efisiensi,
Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui serta faktor hambatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban.Pedagang Kaki Lima Di Jalan
Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi,
wawancara dan Dokumentasi, Hasil penelitian bahwasanya pedagang kaki lima di
kecamatan Pangkalan Kerinci: 'masih, |banyakyang melanggar aturan hal ini
dikarenakan Satuan Polisi Pamongpraja sebagai penertiban umum belum
melakukan kegiatan pengawasan, dan pemberian sanksi dengan maksimal hal ini
dikarenakan kurangnya jumlah petugasl Satpol PP khususnya dilapangan dalam
penanganan Pedagan kaki lima, belum adanya sosialisasi pelarangan berjualan di
bahu jalan umum secara langsung bagi pedagang kaki lima, dan kurangnya
kerjasama dengan masyarakat dalam memberikantanggapan penaganan pedagang
kaki lima. Namun penulis menyarankan Satuan Polisi Pamongpraja sebagiknya
melakukan kegiatan patroli secara rutin, memberikan sosialisasi secara merata
bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan, pemberian sanksi tegas, dan
melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam penanganan pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Evaluasi, Penertiban, Pedagang Kaki Lima
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EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF
THE PELALAWAN REGENCY CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN
CONTROLLING STREET VENDORS ON PUBLIC ROADS IN
PANGKALAN KERINCI REGENCY

ABSTRACT

BY : AAN NURFALA

The implementation of centrotling street vendors is.still an obstacle, this is due to
the lack of handling by the local government, causing community arbitrariness in
violating trading locations. Street vendors in Pangkalan Kerinei sub-district still
seem to be violating the rules because buying and selling activities are carried out
on the shoulders of public roads, causing congestion and unrest for people who
use public roads. The Civil Service Police Unit in carrying out its duties cannot
be separated from the achievement of policies that will be achieved through
Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The
purpose of this study was to determine the factors that hinder the implementation
of the tasks of'the Pelalawan District Civil Service Police Unit in Controlling
Street Vendors.on Public Sireets, Pangkalan.Kerinci District. The research
method used 1s a qualitative method with data collection techniques through
observation, interviews and documentation. The results of the study show that
there are still many street vendors in Pangkalan Kerinei District who violate the
rules, this is because the Satpol ‘RRias, publictorder officers.have not carried out
surveillance activities, and the sanctions given are maximal. This is due to the
lack of Civil Service Police Unit officers, especially in the field in dealing with
street vendors. there. is no direct socialization of the prohibition of selling on the
shoulders of public roads for street vendors, and the lack of cooperation with the
community in responding to the handling of street vendors. However, the authors
suggest that Satpol PP carry out routine patrols, provide equitable socialization
for street vendors who violate the rules, provide strict sanctions, and cooperate
with the community in dealing with street vendors.

Keywords: Evaluation, Control, street vendors.

xil
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PENDAHULUAN

memaju

melaksa

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan
tugas pembatuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagimana yang
diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun1945, yaitu
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintah

Indonesia sebagaimana Negara kesatuan yang mempunyai 2 bentuk
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pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pasl 18

disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi

dibagi kedalam Kbupaten atau Kota.

urusan pemerintah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan
wewenang Pemda, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
Tentang Pemerintah Derah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-

Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus



rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkkan sejumlah
urusan pada daerah. Urusan.Pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut,
urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum.

Kemudian di dalam pasl 1 ayat(2): Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan_prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebaimana dimaksud ‘dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat
(3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas tersebut maka Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang.Pemerintah Daerah melalui pasl 148
ayat (1) menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamongg Praja khususnya pasal 4 menjelaskan bahwa yang menjadi tugas
Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan perda dan menyelenggarakan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selain itu pasal 5 Peraturan
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Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
menjelaskan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

a. Penyusunan program pelaksanaan penegakkan perda, penyelenggaraan

C. iksanaan cbij ctertiba Umum dan

Selanjutnya pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan wewenang Satuan Polisi Pamong
Praja adalah:

1. Melakukan tindakan penerbitan non yustisial terhadap masyarakat

pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah
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2. Menindak masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketebtraman masyarakat.

3. Fasilitasi dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat, aparatur atau

at, aparatur

S perda atau

an Polisi pamong
mor 61 Tahun
ngsi serta tata

dan Pemadam

1.

Penyusunan program pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, penegakan perda dan keputusan daerah.

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan pengawasan, pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan Kketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat di daerah.
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4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan menyelenggrakan tertib dan
perlindungan masyarakat serta penegakan PP, keputusan kepala daerah

dengan Polri, PPNS dan aparatur lainnya.

s ¥

yang me

umum

ARAENANA

bidang - oleh dua seksi
yang sal :y er ' apun tugas Seksi
&
Pengendal ' o
¢ =4

)
3
-
-.
@
S
o
=1
=
5
-
@
S
@
S,
&
5

Mengimpun dan menelaah peraturan Perundang-Undangan, petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman atau ketentua lainnya yang
berkaitan dengan seksi pengendalian penerbitan.

c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan

pelaksanaan keterbitan umum dan ketentraman masyarakat.
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d. Melaksanakan penyusunan dan permohonan data kegiatan keterbitan
umum dan ketentraman masyarakat.

e. Melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

: man masyarakat.
yn. \‘ .9

kelancaran

penegakan

Kabupateen

peraturan Perunda
lebih lanjut.

I.  Koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan unit kerja lain di lingkungan SATPOL PP.

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.
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n. Melaksanakan pembagian tugas, arahn dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

0. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada seksi pengendalian

dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu. Kendaraan yang dipakai Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melakukan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas namun
hal ini belum berlangsung efektif serta belum adanya tindakan tegas yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran aturan

terhadap Pedagang kaki Lima.



Satuan Polisi Pamong Praja sudah sepantasnya dapat meyelesaiakan
penataan Pedagang Kaki Lima agar tidak terjadinya permasalahan macet diruas
jalan Umum lalu lintas Kecamatan Pangkalan Keriinci . Adapun Jumlah
pedangang Kaki Lima di Jalan Umum_Keecamatan Pangkalan Keriinci tahun
2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel I. 1 Jumlah Pedangang/Kaki 'Lima di Jalan Umum Kecamatan
Pangkalan Keriinci tahun 2019-2021

No Pedagang Kaki Lima
2019 2020 2021
172 207 245

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, 2022
Berdasarkan table diatas dimana diketahuai Jumlah pedangang Kaki
Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci tahun 2019 sampai
dengan tahun 2021 semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui
padata tahun 2019 Pedangan kaki lima sebanyak 172 orang, Tahun 2020
Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 207 orang, Tahun 2021 Pedangan kaki
lima sebanyak sebanyak 245 orang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pelalawan perlu”meningkatkan Kinerjanya dalam. melaksanakan penertiban
PKL agar para PKL tidak melakukan berjualan tidak pada tempatnya.
Berdasarkan uraian diatS maka dapat dilihat fenomena dalam
Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam
penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan
Keriinci belum berlangsung maksimal dimana Pedagang Kaki Lima yang
masih berjualan berdiam dipinggiran jalan maupun trotoar jalan umum

sehingga mengganggu aktifitas kendaraan. Adapun yangmenjadi fenomena
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10

dan masalah menyangkut pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pelalawan dalam penataan Pedagang Kaki Lima yang sebagaimana

berikut :

2. di tepian jalan
rambu-rambu

g menimbulkan

3 ng Praja dengan

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi
sehingga penulis tertarikan dalam melakukan penelitian dengan mengambil
judul: “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan

Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci”
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B. Rumusan Masalah
Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai

perumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaiman : elak Polisi Pamong Praja

S M ).

Satuan Polisi Pamong pupaten Pelalawan Dalam Penertiban
Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.
2. Kegunaan Penelitian
a. Guna teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memacu
perkembangan pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.
b. Guna akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai salah satu

bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
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yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama secara teliti

dan lebih mendalam.

. Guna praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
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BAB |1

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

untuk menjalankan peme ara sah berdasarkan undang-undang.
Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata
pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki
empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut
memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan

yang di perintah memiliki kekuatan.

13
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Sedangkan konsep pemerintah menurut Situmorang (1993;7) dapat
diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan

pemerintah untuk malaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan

maupun dalam negeri.

2. Memilihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar
masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam
masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan

status apapun yang melatar belakangii keberadaan mereka.
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4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam

bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial.

ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung
jawabkan kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya menurut Musanef (2007;32) mengatakan bahwa ilmu

pemerintah dapat didefinisikan sebagai berikut:
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1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki
unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keseraian ke dalam antar

dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan

erbaik dari

idiki secara

koordinasi

peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai
tujuan Negara.
Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu
pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga
atau Dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara

internal maupun keluar.
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Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat
maupun Daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali

berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai
suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu
pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-

bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan
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yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada

konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah

untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya
atas suatu komunitas komunikasi politik.
2. Konsep Evaluasi
Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu
program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan,

memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya
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agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada
melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu. Dan ditunjukkan pada upaya

peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi

gi atau yang
dari jabatan

si adalah suatu

o

. Mengidentifikasika

2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi lain, yang mungkin terjadi di
luar sosial.
Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya
suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan

berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan
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kriteria yang ditetapkan san bagaimana seharusnya program tersebut harus
dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahad (2004;102)

berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai
tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu perlukan teknik
yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut
dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang

ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap
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keadaan, melainkan berbeda menurut hakikat dan permasalahannya

sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

. Sedangkan
sesuai dengan

encapai tujuan,

letak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat
terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat
kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan
dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh
pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan ingin

dicapai.
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4. Proses Evaluasi
Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh

karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana

birokrasi yang

dengan tugas-

kualitas dan kuantintas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah
dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.

d. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada
menejemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat
keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan

manajemen program.
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Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau

penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena

menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan

nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas
dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis
kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi

sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.
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Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa nilai evaluasi merupakan suatu proses yang

telah dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan

at dilihat dari dampak

m\\‘ .. ‘.
g inya masih

(William N

Oroses kegiatan

informasi atau

tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

. Konsep Evaluasi

Ndraha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses
untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam
melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses

untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahuai merupakan
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suatu proses yang mendasarkan drai pada disiplin ketat dan tahap waktu,
maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang

direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahuai kendala-kendala

[ 4
g_’

WAL

mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

a. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah
sesuatu tindakan (pelaku,tretment) tolak ukur adalah before

b. Model kelompok das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang

seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur das solen.
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c. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan

kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes

(diberiperlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

disini  penulis

memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan publik
merupakan proses Yyang kompleks, karena itu sifat model yang
menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas
yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu

memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.
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Menurut Dunn (2000;105) perumusan kebijakan adalah merupakan
suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada

tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi

diperoleh dari

potensi yang

bangan dalam

evaluasi yang

tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190).
Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyantakan
“Public policies are those policies developed by governmental bodies and
officials”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa:
1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan

tindakan yang berorientasi pada tujuan.



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

28

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan
penjabat-penjabat pemerintah.

3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah,

merupakan

melakukan.

dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan
merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri
tersendiri dari aktifitas fisik dan ekpresif murni bertujuan untuk

mempengaruhi prospektif( masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.
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Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

pembantuan. Dekonsetrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena
tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan
menggunakan asa desentralisasi. Disamping itu sebagai konsekuensi negara
kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah

didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepaladaerah.
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Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi

dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil

e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,
serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan
umum masyarakat; dan

f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam

sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem
dan prosedur kepada penugasan pemerintah kepal adaerah dana/desa, dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota dan desa, serta dari pemerintah
kabupaten .kota kepala.daerah desa-untuk menyelenggarakan urusan
pemerintah dan pembengunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertangoungajwabkannya kepada yang memberi
penugasan. Tugas pembentuan diselenggarakan karena tidak semua
wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas
desentralisasi dan asas dekonsentasi. Pemberian tugas pembantuan
dimaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintah. Pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan
pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan
penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah,
dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah
dan desa meliputi sebagai tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan
oleh daerah dan desa akan lebih efisien.dan efektif. Tugas pembantuan yang
diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada
kabupaten, kota dan desa meliputi sebagai tugas-tugas provinsi, antara lain
dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten da kota, serta
sebagai tugas pemerintah dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga
sebagai tugas pemerintah yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten dan kota.
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Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota
kepada desa mencakup sebagian tugas tugas kabupaten/kota di bidang

pemerintang yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan

”
F;
aturan
[ 4
W
’
@

<
<> -

pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewennag pemerintah,
pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantuan
juga harus diikuti dengan peraturan pendaan dan pemanfaatan sumber daya

nasional secara efisien dan efektif.
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Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan
diatas, amka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana

tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan

2) Perencanaan dan penganggaran;
3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan

4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.
Pertanggungjawab dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP

7/2008 meliputi:
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1) Penyyelenggaraan dekonsentrasi; dan

2) Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) perlimpahan sebagian urusan
pemerintah dapat dilakukan kepada gubernur, (2) selain dilimpahkan
kepada gubernur, sebagai urusan pemerintah dapat pula dilimpahkan
kepada: (a) Instansi vertikal; (b) Penjabat pemerintah di daerah. Jangkauan

pelayanan atas penyelenggaraan sebagai urusan pemerintah yang
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dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah adminitrasi pemerintah
provinsi.

8. Pedagang Kaki Lima

. Pedagang Kaki Lima umumnya sebagai mata pencarian pokoknya.
2. Para Pedagang Kaki Lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif.
3. Tingkat pendidikan mereka relative rendah.

4. Sebagian besar Pedagang Kaki Lima pendatang dari Daerah dan belum

memiliki status kependudukan yang sah di Kota.
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5. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualan juga
relative rendah.

6. Umumnya mereka memilih atau mengusahakan modal sendiri dan belum

toko yang Jap S :', erda pedagang yang

berjualan dengan me kan keteta : s'kecil oleh karena

30 tempat yang layak untuk membuka usaha dan terpaksa karena tidak
mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka
usaha formal;

2. Ingin mencari rezeki yang halal dari pada harus menadahkan tangan,

merampok atau berbuat kriminal lain;
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3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak
bergantung pada orang tua;

4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya

ditafsirkan d arena ' 0 a. Lima kaki

tersebut @ duaa Ka ) ah erobak ( yang

sebenarnya ac roda ata 3 roda da kaki). Pengertian pedagang

kaki lima.secara harfiah juga masih rancu, ke yeknya tidak jelas.
Seorang pedagan 3 S , _|’ erang dagangan

tertentu.

Satya Hadi Hogantara, kripsi Peranan Dinas Perindustrian
Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Indragiri Hilir dalam penataan Pedagang
Kaki Lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian
Perdagangan Dan Pasar belum dapat menata pedagang kaki lima terlihat
bahwa disepanjang jalan khususnya jalan kota Regat masih terlihat pedagang

kaki lima berjualan begitu saja sehingga merusak tata kota serta serta tidak

adanya pembayaran retribusi pengguna jasa tempat pedagang kaki lima
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sehingga mengurangi hasil pendapatan daerah, serta kurangnya sanksi tegas
yang diberikan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar dan pegawasan
sehingga pedagang kaki lima berjualan atas kesewenangannya saja.

Elyasip'S Sembiring; 2013 Skripsi-Evaluasi Tugas Bidang Pengelolaan
Pasar Kabupaten Pelalawan (Studi Pasar Kerinci Kecamatan Pangkalan
Keriinci _Kabupaten Pelalawan),: Hasily jpenelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar melalui bidang
Bidang Pengelolaan terlihat belum terlaksana dengan baik dimana dalam
pengelolaan pasar di Kecamatan Pangkalan Keriinci belum sesuai dengan
RPJM vyang telah ditetapkan sehingga dalam_pengelolaan pasar hanya
berlangsung begitu saja yaitu perbaikan dan penataan atas kemauan pimpinan
semata melainkan tidak adanya program dan rancangan yang telah ditetapkan
sehingga pasar terlihat belum tepat sasaran dalam penataannya sesuai dengan
keinginan masyarakat dalam berjualan seperti los, kios dan Pedagang kaki
Lima sehingga menimbulkan kemacetan saat aktivitas pasar berlangsung.

Indra Wiratno, 2015 Skripsi Evaluast Tugas Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah, Perdagangan "Dan..Perindustrian Kabupaten Kuantan
Singingi Dalam Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Cerenti, Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi
belum dapat mengelola pasar dengan baik hal ini terlihat dalam pengelolaan
pasar berdasarkan perencanaan pembagunan jangka menengah belum

terealisasi sesuai dengan RPJM yang telah ditetapkan sehingga pengelolaan
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pasar hanya berlangsung apabila ada perintah dari atasan sehingga

perkembangan pasar tidak menunjukkan adanya perubahan melainkan hanya

berdiri dan penataannya begitu saja sehingga banyak pedagang kaki lima serta

dapat penulis
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Gambar I1.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang  Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan
Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci

Evaluasi

Kecamatan
Pangkalan Kerinci

Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2022
D. Konsep Operasional
Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan

dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep
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operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini,
diantaranya :

1. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada

6. Efisiensi yaitu usaha pence asil yang digunakan secara optimal
yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.

7. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksaan program dan peraturan yang
ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujauan

8. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap
organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan

fungsinya.
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9. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

10. Ketepata jan penerapan kan dengan kegiatan

J t S naan yang

N&Rﬁﬁp«s I‘SLA Mﬁf

E. Opera riabe 40
Tabel I1I. tian Tentang
mong Praja
t i agang Kaki Lima
e Pa o
Ko riabel In(:tik'a yang
: ~- : ilai/Penilaian
X . 4
Evaluasi i g rtiban PKL
penaksiran p l) | Pe 2 han PKL
pemberian F &_
(ranting) da 0 isiensi iatan patroli.
(assement), KA H aan PKL

yang menyata
untuk menganal

Jasama Satpol PP

kebijakan, nila al v A denaan
manfaat hasil kebi ] ot g
Dalam hal ini masyarakat.

dapat dikatakan bahwa
kebijakan atau program Penetapan sanksi
telah mencapai tingkat | Di 2. Pembubaran PKL
kinerja yang bermakna, | Umum
yang berarti bahwa | Kecamatan Responsivita 1. Pembinan PKL.

=

masalah- masalah Pangkalan s 2. Pengamanan PKL
dibuat jelas dan diatasi | Keriinci
(Dunn, 2003 :608) Ketepatan  |1. Menetapkan peraturan.

2. Waktu pengawasan.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022
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METODE PENELITIAN

wawancara yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada informan yang

sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian Jalan Umum
Kecamatan Pangkalan Keriinci. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan

bahwa Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di tepian jalan bahkan

43
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hingga memakan jalan tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas sehingga

Pedagang Kaki Lima ini cenderung menimbulkan kemacetan dan Kurangnya

koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat sebagai pengaman

1dakan Satuan Polisi

No Key Informan
1 | Bidang 1 orang
Ketentraman dan
Umum
2 | Kepala Seksi Pengendalian 1 orang
Penertiban
3 | Pedangang kaki Lima 2 orang
4 | Masyarakat 2 orang
Jumlah 5 orang 1 orang

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2022
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D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Menurut Sugiono (2011: 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

kemudian ditarik

sumber di lapangan, mela ara terpimpin dengan mengajukan
pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan

Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci.

. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-

keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

46

yang diteliti. Adapun data skunder berupa Data jumlah PKL, Undang-

Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta

sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan Pedagang
kaki Lima di jalan Umum Pangkalan Keriinci masalah yang akan diteliti,
teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi

penelitian.
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G. Teknik Analisa Data
Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data

yang bermacam-macam (triangulasi) yang dilakukan secara terus menerus

kan sejak

selesai di

Dibawah ini akan dipaparka al jadwal pelaksanaan penelitian ini
dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 111.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian
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Mei

AV

) ] Bulan dan Minggu ke- 2022
No | Jenis Kegiatan Januari Februari Maret April
Persiapan dan
1 | Penyusunan
UP |
- DRI
3 » A ) )
4
5
6
7
8
9
Penggan
10 Skripsi
Sumber : Ol
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Keriinci

alah satu dari 12

gkalan Kerinci
ota, Kelurahan
Timur, seiring

Sekijang dimekarkan

yaitu, Kelurahan Pangkaln Kerinci Kota, Kelurahan Pangklaan Kerinci Barat,
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur,
Desa Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya yang terletak £ 55 Km dari pusat lbu
kota Propinsi dan terletak dijalur Lintas Timur Sumatra.

Luas Wilayah Kecamatan Pangkalan Keriinci * 616,40 Km2, yang

memiliki batas wilayah sebagai berikut:
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1. Sebelah utara : Kecamatan Kerinci Kanan Kab. Siak
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkalan Kuras

3. Sebelah Barat : Kecamatan Bandar Sekijang

4. Sebelah Ti . Pelal
B. Ga
QIERSITAS ISL
1. Stru Q\ﬁﬂt a N ﬁﬁ
Gambar 4
<
F
=
= - -
o e ] -
= | s : .
= =3 - e
e
=g b S
-
oy
~=|" Bid.Penegakan B id.
—}» Perundangan - Keterti
= Undangan Daerah Da
= | -l
|+ Seksi  Pengawasan Seksi d
Dan Tindak Internal Penertiban
na Dan
| a
Seksi  Penyelidikan Seksi Seksi
Dan Penyidikan Pengendalian
Pengamanan dan
Penaawalan
Seksi Pembinaan Dan
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lawan

en Pelalawan

an Pemadam

ngan Subbag Program

id. Pemadan kebakaran

Seksi Operasional
Pemadam

Seksi Pencegahan
Kebakaran

Seksi sarana dan prasarana

Damkar
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Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun

2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata

kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyyuluhan

3. Seksi Hubungna antar Lembaga

d. Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

3. Seksi Data Informasi dan Sarana Prasarana
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Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

1. Seksi Operasional Pemadam

2. Seksi Pencegahan Kebakaran

Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan TIBUM dan
TRAMMAS;
Melaksanakan sosialisasi TIBUM dan TRANMAS;

Melaksanakan patroli TIBUM dan TRANMAS;
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Mengendalikan operasional POL PP dalam menunjang kelancaran

pengendalian ketenteraman dan TIBUM serta penegakan Peraturan

Perundang-Undangan daerah;

tugasnya;

Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada seksi pengendalian
pertiban;

Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
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g. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Operasional
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan bidang

tugasnya.

%

S\

o
e
o
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BAB V

HASIL PEELITIAN DAN PEMBAHASAN

bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak

berperngaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian
dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola fikir maupun
pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian
ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki,

sebanyak 6 orang.
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2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia

informan dalam melakukan penelitiannya. Namum hal ini tidak bias di

an mulai dari
arsi 39 tahun,

. hal ini dapat

“|"Persentase (%)

umur adalah dari 6 orang dija orman sebanyak 2 orang berusia 30-
35 atau 25%, 2 orang berusia 36-40 atau 50%, 1 orang berusia 41-45 atau
1%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat

dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijdaikan dalam penelitian

ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan
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informan cukup mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan

yang diterima dan dilaksanakan.

. Pendidikan Informan

Tingkat
Pendidikan
1 | Afrinaldi Kepala Bidang Operasional S1
Eka Putra, | Ketentraman dan Ketertiban
S.S0s Umum
2 Imron Kepala Seksi  Pengendalian S1
Hidayat, Penertiban
S.So0s
3 | Rinaldi Pedagang kaki lima SMA
4 Haris Pedagang kaki lima SMA
5 | Sutarsi Masyarakat Pangkalan Keriinci SMA
6 | Jubardi Masyarakat Pangkalan Keriinci SMA

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2022
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Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat

Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2

Orang, Pendidikan SMA sebanyak 4 orang.

LA CLE Y

AKQ
3
g
o
8
S
=5
(@]

i memiliki tingkat
& .

menilai.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum
Kecamatan Pangkalan Keriinci

Pemerintah Kabupaten Pelalawan membentuk Satuan Polisi Pamong

Praja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun
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2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dan Pemadam
Kebakaran di mana dijelaskan tugas pokok satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pelalawan yaitu-menyusun_dan melaksanakan kebijakan daerah di
bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan peraturan
daerah serta perlindungan-masyarakat! dalam menjalankan tugas tersebut,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan memiliki fungsi antara lain
Pelaksanaan kebijakan pengawasan, pemeliharaan dan penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat
di daerah.

Dari sejumlah susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatas,
salah satu yang menjalankan kewenangan dalam penertiban terhadap usaha
yang memungkinkan timbulnya penyakit masyarakat adalah bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut,
bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bantu oleh dua seksi
yang salah satunya adalah Seksi Pengendalian Penertiban. Seksi Pengendalian
Penertiban adalah Penetapan.dan penertiban terhadap kawasan yang beresiko
melanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. Dalam
hal ini adalah melakukan Pedagan Kaki lima di jalan umu Pangkalan Keriinci.
Hal ini dikarenakan keberadaan PKL tersebut sangat meresahkan masyarakat
terutama kendaraan yang lalu Lalang di jalan tersebut.

Penetapan kegiatan Patroli olen Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan

Polisi Pamong Praja) dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum,
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patroli biasanya dilakukan dengan sistem yang tidak terjadwal biasanya
dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu. Kendaraan yang dipakai Satuan Polisi

Pamong Praja dalam melakukan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas

[
LA
%

15
&
|2

A

D ‘qi

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat fenomena dalam
Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam
penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan
Keriinci belum berlangsung maksimal dimana Pedagang Kaki Lima yang
masih berjualan berdiam dipinggiran jalan maupun trotoar jalan umum

sehingga mengganggu aktifitas kendaraan.
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Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah

konsep Evaluasi dimana dikatakan teori (Dunn, 2003;608) meliputi :

a. Efektivitas

di Kecamatan Pangkalan Keriinci Kabupaten pelalawan dengan
melakukan penertiban PK dan melakukan pengarahan bagi setiap PKL,
namun hal ini belum terlaksana dengan maksimal sehingga PKL masih
ditemui di pinggir jalan atau bahu jalan umum di Kecamatan Pangkalan
Keriinci. Adapun yang menjadi sub indikator peneliti berdasarkan

penertiban PKL dan pengarahan PKL sebagaimana penjelasan berikut :
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a. Penertiban PKL
Penertiban PKL adalah kegiatan Satpol PP yang dilakukan

berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melakukan penertiban PKL di

), di pinggir

sehingga

lintas umum

bagi PKL yang
an jalan umum
i menyebabkan
lang Operasional
aldi Eka Putra,

pinggir jalan umum Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga tidak
mengganggu aktifitas pengguna jalan umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai
berikut:

“...Penertiban PKL sudah kami lakukan dengan mengangkut
jualan PKL yang melanggar aturan yang melakukan berjualan di
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pinggiran jalan umum sehingga menimbulkan keresahan
masyarakat pengguna jalan umu, hal ini kami lakukan bagi setiap
PKL vyang melanggar ketentuan berjualan. (Kepala Seksi
Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin
pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan “hasil wawancara penulis 'menunjukkan bahwa
Kegiatan penertiban PKL sudah di lakukan Saptol PP dengan
melakukan pengangkutan’ grobak penjualan PKL yang melanggar
aturan di pinggiran jalan umum sehingga menimbulkan keresahan
masyarakat pengguna jalan umum di kecamatan Pangkalan Keriinci.

Begitu juga pendapat Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

... Kegiatan penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP sudah
dilakukan namun belum epektif dimana kegiatan penertiban hanya
dilakukan pada saat hari besar terutama mau lebarann dan itupun
hanya sebatas himbaua sehingga bagi beberapa PKL saja.
Sehingga banyak PKL yang berjualan tanpa adanya menghiraukan
peraturan. (Pedangang | KakiLima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari
Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas
Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL belum epektif dimana kegiatan
penertiban hanya dilakukan pada saat hari besar terutama mau lebarann
dan itupun hanya sebatas himbaua sehingga bagi beberapa PKL saja.
Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini penertiban yang dilakukan satpol PP kebanaykan

hanya sebatas himbauan saja, melainkan apabila masyarakat sudah

merasah resah akibat macet yang ditimbulkan barulah petugas

Satpol PP melakukan penindakan seperti pengangkutan grobak

PKL, dan penutupan dilarang berjualan. (Pedangang kaki Lima

bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022,
Pukul 15.00 WIB)...”
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Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol
PP dalam penertiban PKL kebanaykan hanya sebatas himbauan saja,
melainkan apabila masyarakat sudah merasah resah akibat macet yang
ditimbulkan barulah petugas Satpol PP.melakukan penindakan tegas.
Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi
sebagai berikut:
*“..Saya melihat Satpol PP belum melakukan penertiban dengan
tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan, dimana PKL masih
banyak yang berjualan dipinggir jalan umu sehingga meresahkan
pengendara lalu lintas dan mengakibatkan kemacetan terutama
pada malam hari libur (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada
tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
belum melakukan penertiban dengan tegas bagi setiap PKL yang melanggar
aturan, dimana PKL masih banyak yang berjualan dipinggir jalan umu
sehingga meresahkan pengendara lalu lintas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

“...Belum adanya kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP
dengan maksimal, dimana PKL.tidak dilakukan penertiban secara
menyeluruh melainkan hanya pada bgian yang dapat menimbulkan
kemacetan, sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan yang
tidak berjualan pada tempatnya. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu
pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan
penertiban yang dilakukan Satpol PP dengan maksimal, dimana PKL tidak

dilakukan penertiban secara menyeluruh melainkan hanya pada bgian yang

dapat menimbulkan kemacetan.
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Hasil observasi penelitian bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP

terhadap PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci belum dilakukan dengan

maksimal dimana belum adanya perataan penutupan bagi seluruh PKL yang

*“... kami sudah memberikan pengarahan bagi PKL tujuan agar PKL
tidak berjualan pada lokasih itu lagi, namun kegiatan pengarahan
belum dilakukan secara merata dikarenakan PKL berpindah-pindah.
(Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum
bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret
Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
sudah memberikan pengarahan bagi PKL tujuan agar PKL tidak berjualan

pada lokasih itu lagi, namun kegiatan pengarahan belum dilakukan secara
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merata dikarenakan PKL berpindah-pindah dan PKL tidak melakukan
berjualan pada satu lokasih namun berpindah-pindah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian
Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagat berikut :

“...Ya sejauh ini kami sudah memberikan pengarahan bagi PKL

dalam bentuk pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di

lokasih yang melanggar. ‘aturan; sehingga PKL dapat berpindah

tempat, namun* belum semua PKLTkami arahkan karena PKL
kebanyakan berjualan berpindah-pindah. (Kepala Seksi Pengendalian

Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7

Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sejauh ini
satpol PP sudah memberikan pengarahan bagi PKL dalam bentuk
pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di lokasin yang melanggar
aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat, namun belum semua PKL
dapat pengarahan karena PKL kebanyakan berjualan tidak satu tempat
melainkan berpindah-pindah.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

... Sejauh ini Satpol PP sudah.memberikan pengarahan bagi setiap

PKL yang melanggar-aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun

belum semua diberikan pengarahan melainkan hanya beberapa PKL

saja seginggah PKL masih banyak ditemui di pinggiran jalan umum

Pangkalan Keriinci. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan

Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8

Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas

Satpol PP sudah memberikan pengarahan bagi setiap PKL yang melanggar
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aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum semua diberikan
pengarahan melainkan hanya beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pengarahan yang diberikan hanya sebatas himbauan

agar tidak melakukan penjualan pada lokasih yang melanggar aturan,

namun sebatas pengarahan saja. tiodak adanya tindakan tegas

sehingga PKL.“masih banyak berjualan, pada lokasih melanggar

aturan. penertiban yang dilakukan satpol PP kebanaykan hanya

sebatas himbauan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa

pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
dalam memberikan pengarahan hanya sebatas himbauan agar tidak
melakukan penjualan pada lokasih yang melanggar aturan, namun tidak
adanya tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasih
melanggar aturan terutama pada bahu jalan raya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi
sebagai berikut:

“...Satpol PP kayaknya belum memberikan pengarahan secara

merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih

banyak PKL Yyang .berjualan..sementara lokasih tersebut telah

melanggar aturan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal

09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
belum memberikan pengarahan secara merata bagi setiap PKL dimana

terlihat terutama malam hari masih banyak PKL yang berjualan sementara

lokasih tersebut telah melanggar aturan pada bahu jalan umum.
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Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

*“...Saya perhatikan tidak adanya himbauan dari satpol PP kayaknya

dimana tetap.saja banyak PKL yang berjualan di pinggiran jalan

umum; malah. menyebabkan kemacetan sehingga meresahkan para
pengendaran jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada
tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil -wawancara 'penulis menunjukkan bahwa belum
adanya himbauan-dari satpol PP bagi para PKL dimana terlihat tetap saja
banyak PKL yang berjualan di pinggiran jalan umum.

Hasil observasi penelitian bahwa pengarahan yang diberikan Satpol
PP bagi PKL hanya sebatas pengearahan saja agar tidak melakukan
ppenjualan pada lokasih pelanggaran namun belum diberikan pengarahan
bagi setiap PKL dan tidak adanya Tindakan sevara langsung dalam
penertibannya sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan dan
berjualan pada lokasih bahun jalan umum Kecamatan Pangkan Kerinci.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pengarahan yang
dilakukan Stapal PP belum secara merata bagi.PKL yang ada di Kecamatan
PKL Kerinci yang melanggar aturan.terutama yang berjualan pada bahu
jalan umum, melainkan hanya beberapa PKL saja dan tanpa adanya tindak
lanjut penutupan yang dilakukan stpol PP sehingga para PKL masih tetap
berjualan setiap harinya.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan

secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
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Penertiban PKL oleh Satpol PP dengan sumberdaya petugas Satpol PP
menerapkan kegiatan patrol dan pndataan setiap PKL yang melanggar

aturan agar PKL dapat diatasi dan tidak terjadinya pelanggaran sesuai

tanggal 7 Maret Tahu ukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan
patroli sudah lakukan Satpol PP dalam pemantauan para PKL yang
melanggar aturan, namun kegiatan patroli tidak dilakukan disetiap jam
kerja melainkan dalam seminggu 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian

Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :
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*“...Kegiatan patroli sudah dilakukan dalam semingga paling tidak 2 kali,
namun kegiatan tersebut hanya sebatas patroli saja belum adanya
Tindakan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan. (Kepala Seksi
Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada
tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara_penulis menunjukkan bahwa Kegiatan
patroli sudah  dilakukan dalam semingga paling tidak 2 kali, namun
kegiatan tersebut hanya.sebatas:patrolissaja belum adanya tindakan tegas
bagi setiap PKL yang melanggar aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

... Kegiatan patroli oleh Satpol PP belum rutin melainkan hanya 1

atau 2 kali dalam seminggu itupun jarang dilihat sehingga hal ini

menyebabkan PKL tetap berjualan karena tidak adanya tindakan
tegas oleh Satpol.PP. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan

Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8

Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil-wawaneara penulis menunjukkan bahwa petugas
Kegiatan patroli oleh Satpol PP belum rutin melainkan hanya 1 atau 2 kali
dalam seminggu itupun jarang dilihat sehingga hal ini menyebabkan PKL
tetap berjualan karena tidak adanya tindakan tegas oleh Satpol PP bagi PKL
yang melanggar aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini kegiatan patrol yang dilakuak Satpol PP hanya beberapa
kali dalam sebulan dan kegiatan patrol hanya dilakukan sebatas lewat
saja namun tidak adanya himbauan atau Tindakan tegas sehingga para
PKL masih terlihat banyak berjualan di tepi jalan umum sehingga

terkadang menyebabkan kemacetan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris,
hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”
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Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan
patroli yang dilakukan Satpol PP hanya beberapa kali dalam sebulan dan

kegiatan patroli hanya dilakukan sebatas lewat saja namun tidak adanya

(Masyarakat
2022, Pukul

yang berjualan mela pah banyak, hal ini menyebabkan
macet terutama pada malam hari karena banyak PKL yang berjualan
di tepi jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal
09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).
Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum
adanya kegiatan patrol oleh Satpol PP dimana terbukti PKL masih banyak

yang berjualan melahan bertambah banyak, hal ini menyebabkan macet
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terutama pada malam hari karena banyak PKL yang berjualan di tepi jalan

umum.

Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan patrol yang dilakukan

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman
dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

‘... Pendataan PKL kami sudah lakukan di setiap bulannya, guna
mengetahui jumlah PKL yang ada sehingga dapat diarahkan agar tidak
melanggar aturan berjualan pada lokasih yang dilarang. (Kepala Bidang
Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka
Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00
WIB)...”
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Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
sudah melakukan Pendataan PKL di lakukan di setiap bulannya, guna
mengetahui jumlah PKL yang ada sehingga dapat diarahkan agar tidak
melanggar aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian
Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Sejauh ini_kami telah melakukan pendataan PKL di kecamatan

Pangkalan Keriinci terutama PKL yang melanggar aturan, namun

kegiatan pendataan tidak dilakuakn disetiap jam kerja melainkan

hanya sebatas setiap bulannya kaena kebanyakan PKL berganti-ganti
sehingga pendataan dilakukan disetiap bulannya saja. (Kepala Seksi

Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin

pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sejauh ini
satpol telah melakukan pendataan PKL di kecamatan Pangkalan Keriinci
terutama PKL yang melanggar aturan, namun kegiatan pendataan tidak
dilakukan disetiap jam kerja melainkan hanya setiap bulannya saja.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

... Kami belum adanya didata.eleh Satpol PP melainkan satpol PP
hanya sebatas ptroli'saja tanpa adanya bertanya atau komunikasi
dengan kami.
(Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak
Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul
13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa PKL

belum adanya didata oleh Satpol PP melainkan satpol PP hanya sebatas

ptroli saja tanpa adanya bertanya atau komunikasi dengan para PKL.
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Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

*“....Sejauh ini pendataan secara rutin belum ada dilakukan satpol
PP melainkan satpol PP hanya sebatas.patrol saja tanpa harus
berkoemunikasih dengan kami..(Pedangang kaki Lima bapak Haris,
hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00
WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pendataan
secara rutin belum ada dilakukan satpol PP melainkan satpol PP hanya
sebatas patrol saja tanpa harus berkomunikasih dengan kami sehingga PKL
masih banyak berjualan pada lokasih melanggar aturan terutama pada bahu
jalan raya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi
sebagal berikut:

“...saya perhatikan satpol PP belum melakukan pendataan bagi

setiap PKL yang ‘ada melainkan Kkegiatan patrol saja terbukti PKL

setlap bulannya bertambah terutama di pinggiran jalan umum

Pangkalan Keriinci. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal

09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa satpol PP
belum melakukan pendataan bagi setiap PKL yang ada melainkan kegiatan
patrol saja terbukti PKL setiap bulannya bertambah terutama di pinggiran
jalan umum Pangkalan Keriinci.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

*“...Saya perhatikan pendataan oleh satpol PP terhadap PKL belum

dilakukan secara rutin melainkan hanya sebatas pendataan melalui
kegiatan patrol sehingga para PKL masih banyak dan bertambah banyak..
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(Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022,
Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pendataan

cara rutin melainkan hanya

atpol pp belum
ainkan kegiatan
hanya hanya sebatas
patroli

ditemui

yang ditetapkan antara kerjasama Kkinerja organisasi dalam pencapaian
tujauan. Penertiban PKL oleh Satpol PP dengan melakukan Kerjasama antar
petugas Satpol PP dan dengan masyarakat yang bertujuan pencapaian

penertiban PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci. Adapun yang menjadi

sub indikator peneliti sebagaimana penjelasan berikut :
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Kerjasama Satpol PP

Kerjasama Satpol PP adalah kejasama yang dijalain petugas
Satpol PP secara Bersama dalam melaksanakan tugas terkait penertiban
PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci-agar PKL. dapat ditertibkan yang
melanggar aturan dan taat akan aturan yang berlaku.

Adapun wawancara «~ dengan Kepala Bidang Operasional
Ketentraman-dan Ketertiban Umum bapak ‘Afrinaldi Eka Putra, S.Sos
sebagai berikut:

“... sejauh ini petugas Satpol PP. uda bekerjasama dalam

melakukan penertiban PKL atasan dan bawahan dan petugas

bagian lapangan bertujuan agar PKL dapat ditertibkan dan tidak
melanggar aturan. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman
dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari

Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa
petugas Satpol PP uda.bekerjasama-dalam melakukan penertiban PKL
atasan dan bawahan dan petugas bagian lapangan bertujuan agar PKL
dapat ditertibkan dan tidak melanggar aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian
Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Kerjasama yang kami lakukan petugas Satpol PP sudah
terjalin namun belum adanya petugas khusus yang berada
dilapangan dalam melakukan kegiatan penertiban PKL mulai dari
pengawasan, Patroli hingga pengarahan PKL sehingga kegiatan
tersebut tidak dilakukan di hari kerja. (Kepala Seksi Pengendalian
Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal
7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa

kerjasama yang di lakukan petugas Satpol PP sudah terjalin namun
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belum adanya petugas khusus yang berada dilapangan dalam melakukan
kegiatan penertiban PKL mulai dari pengawasan, Patroli hingga
pengarahan PKL.
Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:
“... Kerjasama. satpol:PP: sejauh ini sudah terjalin hamun pada
kegiatanpengawasan dan patrol hanya sedikit saja dan itupun
dilakukan sangat jarang sekali, sehingga PKL tidak mengetahui
akan aturan berdagang di pinggir jalan. (Pedangang Kaki Lima
Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa
pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).
Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Kerjasama
satpol PP sejauh ini sudah terjalin namun pada kegiatan pengawasan dan
patrol _hanya sedikit saja.dan itupun dilakukan sangat jarang sekali,
sehingga PKL tidak mengetahui akan aturan berdagang di pinggir jalan.
Begitu juga pendapat, Pedangang kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:
“...Sejauh ini belum terlihat Kerjasama petugas satpol PP
dimana belum aktifknya kegiatan patrol dna pengawasan para
PKL melainkan kegiatan tersebut hanya dilakukan apabila
adanya himbauan atas keresahan masyarakat. (Pedangang kaki
Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun
2022, Pukul 15.00 WIB)...”
Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa
Kerjasama petugas satpol PP dimana belum aktifknya kegiatan patrol

dna pengawasan para PKL melainkan kegiatan tersebut hanya dilakukan

apabila adanya himbauan atas keresahan masyarakat.
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Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi
sebagai berikut:

“...Kerjasama petugas satpol PP belum efektif dimana belum

adanya«kegiatan petroli rutin dikarenakan kurangnya petuga

dalam  melakukan.__patroli_.sehingga tidak. terlihat dilapngan

kegiatan pengawasan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada

tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan _hastl| T wawancara, . penulis menunjukkan bahwa
kerjasama petugas satpol PP belum efektif dimana belum adanya
kegiatan petroli rutin dikarenakan kurangnya petuga dalam melakukan
patroli sehingga tidak terlihat dilapngan kegiatan pengawasan.

Begitu juga hasil wawancara dengan IVasyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

“...Belum maksimalnya kerjasama satpol PP dalam melakaukan

penertiban PKL dimana belum adnaya efektivitas kegiatan patrol

disetiap harinya sehingga menimpulkan PKL masih berjualan

meskipun melanggar: aturan.. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu

pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum
maksimalnya kerjasama satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban
PKL dimana belum adnaya efektivitas kegiatan patrol disetiap harinya
sehingga menimbulkan PKL masih berjualan meskipun melanggar
aturan.

Hasil observasi penelitian bahwa Kerjasama petugas satpol PP
belum efektif terlihat belum adanya kegiatan rutin yang dilakukan satpol

PP dalam kegiatan patrol bagi PKL sheingga PKL masih banyak ditemui

dipinggir jalan umum Pangkalan Keriinci.
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Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kerjasama
petugas Satpol PP belum terlihat dilapangan dimana telihat kegiatan
patroli belum dilakukan rutin melainkan hanya apabila adanya
himbauan masyarakat barulah satpol-PP turun kelapangan.

Kerjasama dengan masyarakat

Kerjasama_ dengan: masyarakat adalah Kerjasama Satpol PP
dengan masyarakat dalam penertiban “PKL guna masyarakat
memberikan himbauan bagai Satpol PP terkait PKL yang melanggar
aturan terutama PKL yang berjualan di tepi jalan umum.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional
Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos
sebagal berikut:

(14

. sejauhsini petugas Satpol \PP_uda bekerjasama dengan
masyarakat dalam melakukan penertiban PKL dengan Satpol PP
menerima himbauan atas keresahan masyarakat bagi para PKL
yang berjualan tidak pada tempatnya. (Kepala Bidang
Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi
Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022,
Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan' hasil. wawancara penulis menunjukkan bahwa
petugas Satpol PP wuda bekerjasama dengan masyarakat dalam
melakukan penertiban PKL dengan Satpol PP menerima himbauan atas
keresahan masyarakat bagi para PKL.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian

Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Kerjasama yang kami lakukan petugas Satpol PP dengan
masyarakat sudah terjalin namun belum adanya petugas khusus
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yang berada dilapangan dalam melakukan kegiatan penertiban

PKL mulai dari pengawasan, Patroli hingga pengarahan PKL

sehingga kegiatan tersebut tidak dilakukan di hari kerja. (Kepala

Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos,

hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan “hasil wawancara penulis ‘menunjukkan bahwa
kerjasama yang di lakukan petugas Satpol PP dengan masyarakat sudah
terjalin namun belumcadanya petugas. khusus yang berada dilapangan
dalam melakukan kegiatan penertiban PKL mulai dari pengawasan,
Patroli hingga pengarahan PKL.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

... Kerjasama satpol PP dengan masyarakat sejauh ini sudah
terjalin namun pada kegiatan pengawasan dan patrol hanya
sedikit saja dan itupun dilakukan sangat jarang sekali.
(Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci
Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun
2022, Pukul-13:00:\WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Kerjasama
satpol PP dengan masyarakat sejauh ini sudah terjalin namun pada
kegiatan pengawasan dan patroli sangat jarang sekali.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini belum terlihat Kerjasama petugas satpol PP
dengan masyarakat dimana belum aktifknya kegiatan patrol
dan pengawasan melainkan kegiatan tersebut hanya dilakukan
apabila adanya himbauan masyarakat luas. (Pedangang kaki

Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun
2022, Pukul 15.00 WIB)...”
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Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum
terlihat Kerjasama petugas satpol PP dengan masyarakat dimana belum
aktifknya kegiatan patrol dan pengawasan melainkan kegiatan tersebut
hanya dilakukan apabila adanya himbauan masyarakat luas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi
sebagai berikut:
*“...Kerjasama petugas satpol PP dengan masyarakat belum efektif
dimana belum adanya kegiatan petroli rutin dikarenakan
kurangnya petuga dalam melakukan patroli sehingga tidak terlihat
dilapngan kegiatan pengawasan. (Masyarakat Bapak Juhardi,
Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”
Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa
kerjasama petugas satpol PP belum efektif dimana belum adanya
kegiatan petroli rutin dikarenakan kurangnya petuga dalam melakukan
patroli sehingga tidak terlihat dilapngan kegiatan pengawasan.
Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:
“...Belum maksimalnya kerjasama satpol PP dalam melakaukan
penertiban PKL ‘dimana belum adnaya efektivitas kegiatan patrol
disetiap harinya .sehingga .menimbulkan PKL masih berjualan
meskipun melanggar aturan. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu
pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).
Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum
maksimalnya kerjasama satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban
PKL dimana belum adnaya efektivitas kegiatan patrol disetiap harinya

sehingga menimbulkan PKL masih berjualan meskipun melanggar

aturan.
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Hasil observasi penelitian bahwa Kerjasama petugas satpol PP
dengan masyarakat belum efektif terlihat belum adanya kegiatan rutin

yang dilakukan satpol PP dalam kegiatan patrol bagi PKL sheingga PKL

f. Penetapan sanksi
Penetapan sanksi adalah pemberian sanksi tegas bagi PKL yang
melanggar aturan bertujuan agar PKL berjualan tidak melanggar aturan
terutama dipinggir jalan umum Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga

menyebabkan kemacetan.
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Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman
dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

.. sejauh ini kami sudah melakukan penetapan sanksi bagi PKL
yang melanggar aturan terutama yang<berada di pinggiran jalan
umum-Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga.hal ini menyebabkan
kemcatan bagi pengguna jalan umum. (Kepala Bidang Operasional
Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos,
hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”
Berdasarkanhasil"wawancara penulis‘menunjukkan bahwa Satpol PP

sudah -melakukan penetapan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan

terutama-yang berada di pinggiran jalan umum Kecamatan Pangkalan

Keriincl.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian

Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Pemberian sanksi bagi PKL sudah" kami lakukan dengan
mengangkut jualan PKL yang melanggar aturan yang melakukan
berjualan di pinggiran jalan umum sehingga menimbulkan keresahan
masyarakat pengguna jalan umu, hal ini kami lakukan bagi setiap
PKL yang melanggar ketentuan berjualan. (Kepala Seksi
Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin
pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)
Berdasarkanhasil wawancara penulis: menunjukkan bahwa Pemberian
sanksi bagi PKL sudah™di lakukan Saptol PP dengan melakukan
pengangkutan grobak penjualan PKL yang melanggar aturan di pinggiran
jalan umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan
umum di kecamatan Pangkalan Keriinci.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan

Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:
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... Kegiatan pemberian sanksi bagi PKL yang dilakukan Satpol PP
sudah dilakukan namun belum epektif dimana kegiatan penertiban
hanya dilakukan pada saat hari besar terutama mau lebarann dan
itupun hanya sebatas himbaua sehingga bagi beberapa PKL saja.
Sehingga banyak PKL yang berjualan tanpa adanya menghiraukan
peraturan.(Pedangang Kaki Lima Di Keecamatan Pangkalan Keriinci
Bapak-Rinaldi, hari.Selasa pada-tanggal 8 Februari Tahun 2022,
Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas
Satpol PP dalam kegiatan pemberian sanksi'bagir PKL belum epektif dimana
kegiatan-penertiban hanya dilakukan pada saat hari besar terutama mau
lebarann dan itupun hanya sebatas himbaua sehingga bagi beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima di Kecamatan Pangkalan
Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pemberian sanksi-bagi PKL yang dilakukan satpol PP
kebanaykan hanya sebatas himbauan saja, melainkan apabila
masyarakat sudah merasah resah akibat macet yang ditimbulkan
barulah petugas. Satpol PP melakukan penindakan seperti
pengangkutan grobak /PKL: dan™ penutupan dilarang berjualan.
(Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8
Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
dalam pemberian sanksi bagi PKL kebanaykan hanya sebatas himbauan saja,
melainkan apabila masyarakat sudah merasah resah akibat macet yang
ditimbulkan barulah petugas Satpol PP melakukan penindakan tegas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai
berikut:

“...Saya melihat Satpol PP belum melakukan pemberian sanksi bagi

PKL dengan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan, dimana

PKL masih banyak yang berjualan dipinggir jalan umu sehingga
meresahkan pengendara lalu lintas dan mengakibatkan kemacetan
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terutama pada malam hari libur (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu
pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
belum melakukan‘pemberian sanksi bagi PKL dengan tegas bagi setiap PKL
yang melanggar aturan, dimana PKL masih banyak yang berjualan dipinggir
jalan umu sehingga meresahkan pengendara lalu lintas.

Begitu jugashasit wawancara dengan.sMasyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

“_..Belum adanya kegiatan pemberian sanksi bagi PKL yang

dilakukan Satpol PP dengan maksimal, dimana PKL tidak dilakukan

penertiban secara menyeluruh melainkan hanya pada bgian yang
dapat menimbulkan kemacetan, sehingga masih banyak PKL yang
melanggar aturan yang tidak berjualan pada tempatnya. (Masyarakat

Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul

15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan
pemberian-sanksi bagi PKL yangrdilakukan Satpol PP dengan maksimal,
dimana PKL tidak dilakukan penertiban secara menyeluruh melainkan
hanya pada bgian yang dapat menimbulkan kemacetan.

Hasil observasi- penelitian bahwa pemberian sanksi bagi PKL yang
dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci belum
dilakukan dengan maksimal dimana belum adanya perataan penutupan bagi
seluruh PKL yang melanggar aturan melainkan hanya beberapa PKL saja
sehingga masih ditemui PKL yang berjualan yang cenderung menggu lalui
lintas akibat macet yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pemberian sanksi

bagi PKL belum dilakukan dengan baik hal ini satpol PP hanya melakukan
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penertiban bagi PKL yang menghambat jalan umum namun melainkan tidak
bagi semua PKL yang melanggar aturan.
Pembubaran PKL

Pembubaran PKL-adalah kegiatan-satpol PP yang dilakukan terhadap
PKL yang melanggar aturan dan betujuan agar PKL tertib dan tidak
melakukan berjualan dilekasih: dilarang terutama dipinggir jalan umum
Kecamatan Pangkalan Keriinci.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman
dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

... kami sudah melakukan pembubaran PKL dengan tujuan agar

PKL tidak berjualan pada lokasih itu lagi, namun kegiatan

pengarahan belum dilakukan secara merata dikarenakan PKL

berpindah-pindah. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan

Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada

tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil ‘wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
melakukan pembubaran PKL tujuan agar PKL tidak berjualan pada lokasih
itu lagi, namun Kkegiatan pengarahan belum. dilakukan secara merata
dikarenakan PKL"berpindah-pindah dan PKL tidak melakukan berjualan
pada satu lokasih namun berpindah-pindah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian
Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

““...Ya sejauh ini kami sudah melakukan pembubaran PKL dalam bentuk
pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di lokasih yang
melanggar aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat, namun belum
semua PKL kami arahkan karena PKL kebanyakan berjualan berpindah-

pindah. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat,
S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)
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Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sejauh ini
satpol PP sudah melakukan pembubaran PKL dalam bentuk pemberitahuan
agar tidak melakukan berjualan di lokasih yang melanggar aturan sehingga
PKL dapat.berpindah tempat, namun.belum semua PKL dapat pengarahan
karena PKL kebanyakan berjualan tidak satu tempat melainkan berpindah-
pindah.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

... Sejauh ini Satpol PP sudah melakukan pembubaran PKL yang
melanggar aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum
semua diberikan pengarahan melainkan hanya beberapa PKL saja
seginggah PKL masih banyak ditemui di pinggiran jalan umum
Pangkalan Keriinci. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci. Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8
Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas
Satpol PP sudah memberikan melakukan pembubaran PKL yang melanggar
aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum semua diberikan
pengarahan melainkan hanya beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat.Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pembubaran PKL yang diberikan hanya sebatas
himbauan agar tidak melakukan penjualan pada lokasih yang
melanggar aturan, namun sebatas pengarahan saja tiodak adanya
tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasih
melanggar aturan. penertiban yang dilakukan satpol PP kebanaykan

hanya sebatas himbauan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari
Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”
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Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
dalam melakukan pembubaran PKL hanya sebatas himbauan agar tidak
melakukan penjualan pada lokasih yang melanggar aturan, namun tidak
adanya tindakan tegas sehingga PKL.masih banyak berjualan pada lokasih
melanggar aturan terutama pada bahu jalan raya.

Begitu juga hasilwawancara ' dengan Masyarakat Bapak Juhardi
sebagai berikut:

“...Satpol PP kayaknya belum melakukan pembubaran PKL secara

merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih

banyak PKL yang berjualan sementara lokasih tersebut telah
melanggar aturan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal

09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
belum memberikan pengarahan secara merata bagi Setiap PKL dimana
terlihat terutama malam _hari masih banyak PKL yang-berjualan sementara
lokasih tersebut telah melanggar aturan pada bahu jalan umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

...Saya perhatikan tidak adanya. pembubaran PKL dari satpol PP

kayaknya dimana tetap saja banyak PKL yang berjualan di pinggiran

jalan umum, malah menyebabkan kemacetan sehingga meresahkan
para pengendaran jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu
pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum

adanya pembubaran PKL dari satpol PP bagi para PKL dimana terlihat tetap

saja banyak PKL yang berjualan di pinggiran jalan umum.
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Hasil observasi penelitian bahwa pembubaran PKL yang diberikan
Satpol PP bagi PKL hanya sebatas pengearahan saja agar tidak melakukan

ppenjualan pada lokasih pelanggaran namun belum diberikan pengarahan

yang ada di

ng berjualan
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pengawasan guna PKL tidak nbali berjualan pada tempat semula serta
memberikan pembinaan dan penempatan para PKL. Adapun yang menjadi
sub indikator peneliti berdasarkan penertiban PKL dan pengarahan PKL

sebagaimana penjelasan berikut :
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a. Pembinan PKL
Pembinan PKL adalah pemberian pemahaman bagi PKL agar tidak
melakukan pelanggaran dengan memberikan arahan sesuai dengan aturan
yang berlaku.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional
Ketentraman dan Ketertiban' Umum sbapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos
sebagai berikut:

“... kami sudah melakukan pembinaan PKL dengan tujuan agar

PKL tidak berjualan pada lokasih itu lagi, namun kegiatan

pembinaan PKL belum dilakukan secara merata dikarenakan PKL

berpindah-pindah. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan

Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.So0s, hari Senin pada

tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil-wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol
PP melakukan pembinaan PKL tujuan agar PKL tidak berjualan pada
lokasih .itu lagi, namun-kegiatan pengarahan belum dilakukan secara
merata dikarenakan PKL berpindah-pindah dan PKL tidak melakukan
berjualan pada satu lokasih namun berpindah-pindah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian
Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Ya sejauh ini kami sudah melakukan pembinaan PKL dalam

bentuk pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di lokasih

yang melanggar aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat,
namun belum semua PKL kami arahkan karena PKL kebanyakan
berjualan  berpindah-pindah. (Kepala Seksi Pengendalian

Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7

Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sejauh ini

satpol PP sudah melakukan pembinaan PKL dalam bentuk pemberitahuan
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agar tidak melakukan berjualan di lokasih yang melanggar aturan sehingga
PKL dapat berpindah tempat, namun belum semua PKL dapat pengarahan
karena PKL kebanyakan berjualan tidak satu tempat melainkan berpindah-
pindah.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci Bapak: Rinaldi Sebagai berikut:

*“... Sejauh ini Satpol PP sudah melakukan pembinaan PKL yang

melanggar aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum

semua diberikan pembinaan melainkan hanya beberapa PKL saja
seginggah PKL masih banyak ditemui di pinggiran jalan umum

Pangkalan Keriinci. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan

Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8

Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas
Satpal PP sudah memberikan pembinaan PKL yang melanggar aturan
terutama pada Bahu jgalan raya, namun belum semua diberikan pembinaan
melainkan hanya beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ni pembinaan .PKL yang diberikan hanya sebatas
himbauan agar tidak melakukan penjualan pada lokasih yang
melanggar aturan, namun sebatas pengarahan saja tiodak adanya
tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada
lokasih melanggar aturan. penertiban yang dilakukan satpol PP
kebanaykan hanya sebatas himbauan. (Pedangang kaki Lima
bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022,
Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol

PP dalam melakukan pembinaan PKL hanya sebatas himbauan agar tidak

melakukan penjualan pada lokasih yang melanggar aturan, namun tidak
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adanya tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasih
melanggar aturan terutama pada bahu jalan raya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi
sebagai berikut:

“...Satpol PP kayaknya belum melakukan pembinaan PKL secara

merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih

banyak PKL yang: 'berjualan ;sementara lokasih tersebut telah
melanggar-aturan. (Masyarakat Bapak-Jduhardi, Rabu pada tanggal

09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol
PP belum memberikan pembinaan secara merata bagi setiap PKL dimana
terlihat terutama malam hari masih banyak PKL yang berjualan sementara
lokasih tersebut telah melanggar aturan pada bahu jalan. umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagal berikut:

...Saya perhatikan tidak adanya pembinaan PKL dari satpol PP

kayaknya dimana tetap saja banyak PKL yang berjualan di

pinggiran jalan umum, malah menyebabkan kemacetan sehingga

meresahkan para pengendaran jalan umum. (Masyarakat Bapak

Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00

WIB).

Berdasarkan hasil ‘wawancara penulis menunjukkan bahwa belum
adanya pembinaan PKL dari satpol PP bagi para PKL dimana terlihat tetap
saja banyak PKL yang berjualan di pinggiran jalan umum.

Hasil observasi penelitian bahwa pembinaan PKL yang diberikan
Satpol PP bagi PKL hanya sebatas pengearahan saja agar tidak melakukan

ppenjualan pada lokasih pelanggaran namun belum diberikan pengarahan

bagi setiap PKL dan tidak adanya tindakan secara langsung dalam
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penertibannya sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan dan
berjualan pada lokasih bahun jalan umum Kecamatan Pangkan Kerinci.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pembinaan PKL

seminggu 2 kali aga dapat ditertibkan. (Kepala Bidang
Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi
Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022,
Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa
pengamanan PKL sudah lakukan Satpol PP dalam pemantauan para PKL
yang melanggar aturan, namun kegiatan patroli tidak dilakukan disetiap

jam kerja melainkan dalam seminggu 2 kali.
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Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian
Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

*“...Kegiatan pengamanan PKL sudah dilakukan dalam semingga

paling tidak. 2 kali, namun kegiatan tersebut hanya sebatas patroli

saja-belum adanya Tindakan tegas bagi setiap.PKL yang melanggar
aturan.. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban. Bapak Imron

Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul

10.00 WIB)

Berdasarkan:hasil wawancara penulis'menunjukkan bahwa Kegiatan
patroli sudah dilakukan dalam semingga paling tidak 2 kali, namun
kegiatan tersebut hanya sebatas patroli saja belum adanya tindakan tegas
bagi setiap PKL yang melanggar aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

*... Kegiatan pengamanan PKL oleh Satpol PP belum rutin
melainkan hanya 1 atau 2 kali, dalam seminggu itupun jarang
dilihat sehingga-hal inixmenyehabkan PKL tetap berjualan karena
tidak adanya tindakan tegas oleh Satpol PP. (Pedangang Kaki
Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari
Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis.menunjukkan bahwa petugas
Kegiatan pengamanan PKL oleh Satpol PP belum rutin melainkan hanya 1
atau 2 kali dalam seminggu itupun jarang dilihat sehingga hal ini
menyebabkan PKL tetap berjualan karena tidak adanya tindakan tegas
oleh Satpol PP bagi PKL yang melanggar aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan

Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pengamanan PKL yang dilakuak Satpol PP hanya
beberapa kali dalam sebulan dan kegiatan patrol hanya dilakukan
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sebatas lewat saja namun tidak adanya himbauan atau Tindakan
tegas sehingga para PKL masih terlihat banyak berjualan di tepi
jalan umum sehingga terkadang menyebabkan kemacetan.
(Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8
Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan  hasil... wawancara.~ penulis = menunjukkan bahwa
pengamanan PKL yang dilakukan Satpol PP hanya beberapa kali dalam
sebulan dan kegiatan patroli hanya dilakukan sebatas lewat saja namun tidak
adanya himbauan atau Tindakan tegas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi
sebagal berikut:

*“...Kegiatan pengamanan PKL belum rutin dilakukan Satpol PP dan

sejauh ini saya belum perna melihat sehingga para PKL yang

melanggar aturan masih berjualan sehingga menyebabkan

kemacetan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09

Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil  wawancara _penulis menunjukkan bahwa
pengamanan PKL patroli belum. rutin dilakukan Satpol PP dan sejauh ini
saya belum perna melihat sehingga para PKL yang melanggar aturan masih
berjualan sehingga menyebabkan kemacetan. di jalan umum Kecamatan
Pangkalan Keriinci.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

“...Belum adanya kegiatan pengamanan PKL dimana terbukti PKL

masih banyak yang berjualan melahan bertambah banyak, hal ini

menyebabkan macet terutama pada malam hari karena banyak PKL

yang berjualan di tepi jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu
pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).
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Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum
adanya kegiatan pengamanan PKL oleh Satpol PP dimana terbukti PKL

masih banyak yang berjualan melahan bertambah banyak, hal ini

PKL yang

LY

ahwa kegiatan

lainkan hanya 1

tuvna

atas pemantauan

melanggar aturan

kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang
ditetapkan. Ketepatan dalam penertiban PKL dengan menetapkan aturan
kegiatan berdagang PKL secara merata dan melakukan kegiatan
pengawasan guna tertibnya PKL dan berjualan pada tempatnya. Adapun

yang menjadi sub indikator peneliti sebagaimana penjelasan berikut :
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a. Menetapkan peraturan

Menetapkan peraturan adalah Satpol PP sebagai pelaksana
penertiban yang didasarkan peraturan bagi PKL yang melanggar aturan
berjualan, Ketetapan aturan bahwa PKL dilarang berjualan terutama di
pinggir jalan umum sehingga menghambat dan meresahkan pengguna
jalan umum.

Adapun “wawancara dengan Kepala Bidang Operasional
Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos
sebagai berikut:

... sejauh ini aturan terhadap PKL sudah ada dan kami telah

menerapkannya namun PKL belum taat aturan sehingga hal ini

memberatkan bagi kami untuk menindak lanjutin seperti melakukan
pengangkutan grobak para PKL, penutupan dikarenakan para PKL
yang cenderung marah dan menimbulkan kekacauan sehingga kami
melakukan pendekatan dengan menghimbau adanya aturan yang
berlaku. (Kepala. Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Umum bapak Afrinaldii Eka-Putra;-S.Sos, hari Senin pada tanggal 7

Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa aturan
terhadap PKL sudah ada namun PKL belum taat aturan sehingga hal ini
memberatkan bagi Satpol. PP untuk.menindak lanjutin seperti melakukan
pengangkutan grobak para PKL, penutupan dikarenakan para PKL yang
cenderung marah dan menimbulkan kekacauan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian
Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

*“...Penetapan aturan suda ada dalam kegiatan penaganan bagi para

PKL yang melanggar aturan dan itu sudah kami himbau bagi para

PKL adanya aturan yang berlaku bagi para PKL yang tidak taat
aturan. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron
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Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul
10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penetapan
aturan suda ada.dalam kegiatan penaganan bagipara PKL yang melanggar
aturan.dan itusudah di himbau bagi para PKL adanya aturan yang berlaku
bagi para PKL yang tidak taat aturan.

Begitu juga.pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

. sejauh ini peraturan PKL setau saya ada namun Satpol PP
belum ada melakukan sosialisasi terkait aturan bagi para PKL
melainkan hanya sebatas himbauan saja dan itupun jarang terjadi
bagi seluruh PKL. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan
Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun
2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa peraturan

PKL ada namun Satpel PP belum melakukan sosialisasi terkait aturan bagi

para PKL secara menyeluruh melainkan hanya sebatas himbauan saja dan

itupun jarang terjadi.
Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan

Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....peraturan ada ada terhadap PKL belum diterapkan bagi para
PKL secara merata namun hanya pada Sebagian PKL saja yang
berdampak pada menggangu lalulintas, namun apabila belum
adanya keresahan masyarakat aturan PKL tidak diterapkan bagi
para PKL. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada
tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa peraturan

terhadap PKL belum diterapkan bagi para PKL secara merata melainkan

hanya pada sebagian PKL saja yang berdampak pada menggangu lalulintas,
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namun apabila belum adanya keresahan masyarakat aturan PKL tidak
diterapkan bagi para PKL.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Kecamatan
Pangkalan Keriinci Bapak-Juhardi sebagai berikut:

“.Aturan yang ada terhadap PKL belum diterapkan dan

dilaksanakan Satpol PP terbukti masih banyak PKL yang berjualan

terutama di tepai qjalan ‘umum: (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu
pada tanggal.09 Februari Tahun 2022,'Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa aturan
yang ada terhadap PKL belum diterapkan dan dilaksanakan Satpol PP
terbukti masih banyak PKL yang berjualan terutama di tepai jalan umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

“...sejauh ini belum diterapkan Satpol PP terkait aturan PKL bagi

selurun PKL di, Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga masih

banyak PKL yang-melanggar aturan dan berjualan acuh tidak acuh
saja. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari

Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum
diterapkanya oleh” Satpol PP terkait aturan PKL bagi selurun PKL di
Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga masih banyak PKL yang
melanggar aturan dan berjualan acuh tidak acuh saja.

Hasil observasi penelitian bahwa peraturan terkait PKL di kecamatan
Pangkalan Keriinci belu diterapkan dan dilaksanakan oleh Satpol PP dimana
terlihat masih banyak para PKL yang berjualan dan melanggar aturan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa penetapan aturan

bagi PKL belum dilakukan oleh Satpol PP guna PKL mengetahui adanya
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aturan atas pelanggaran yang dilakukan sehingga PKL masih banyak
ditemui terutama dipinggiran jalan umum Pangkalan Keriinci.
. Waktu pengawasan

Wakitu pengawasan. adalah kegiatan yang dilakukan Satpol PP
terhadap PKL yang melanggar aturan, kegiatan tersebut dilakukan
berdasarkan Tupoksi Satpel PP di setiap jam Kkerja, sehingga PKL dapat
ditertibkan dan tidak melanggar aturan yangberlaku.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman
dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:
“...Pengawasan yang dilakukan satpol PP terhadap PKL disetiap hari
kerja sehingga para PKL tidak berkeliaran dipinggir jalan umum, namun
kegiatan-pengawasan tidak setiap hari dilakukan karena jumlah petugas
kurang memadai sehingga dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu. (Kepala
Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi
Eka Putra, S.Ses, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul
09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan
pengawasan tidak setiap hari dilakukan karena jumlah petugas kurang
memadai sehingga dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu.

Begitu juga hasil wawancara.dengan Kepala Seksi Pengendalian

Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

*“...Kegiatan pengawasan yang kami lakukan belum disetiap hari
kerja melainkan satu sampai 2 kali dalam seminggu hal ini
dikarenakan kurangnya jumlah petugas bagian lapangan. Sehingga
kegiatan pengawasan tidak setiap hari kerja. (Kepala Seksi
Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin
pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan kegiatan

pengawasan yang dilakukan Satpol PP belum disetiap hari kerja melainkan
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satu sampai 2 kali dalam seminggu hal ini dikarenakan kurangnya jumlah
petugas bagian lapangan. sehingga kegiatan pengawasan tidak setiap hari
kerja dilakukan.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

*“... Kegiatan_pengawasan‘oleh Satpol PP sejauh ini tidak setiap
hari malah jarang kelihatan sehingga kami para PKL berjualan
seperti biasanya. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8
Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan
pengawasan oleh Satpol PP sejauh ini tidak setiap hari malah jarang
kelihatan sehingga para PKL berjualan seperti biasanya di setiap hari.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan
Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Kegiatan pengawasan belum rutin dilakukan Satpol PP
melainkan dating kelokasih para PKL hanya memberikan
himbauan pelarangan berjualan namun sebats himbauan saja
sehingga para PKL berjualan begitu saja. (Pedangang kaki Lima
bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022,
Pukul 15.00WIB)...””

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan
pengawasan belum rutin dilakukan Satpol PP melainkan dating kelokasih
para PKL hanya memberikan himbauan pelarangan berjualan namun sebats
himbauan saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi

sebagai berikut:
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*“...saya belum melihat Satpol PP rutin dalam kegiatan pengawasan

sehingga para PKL masih berjualan seperti biasanya. Sehingga

menyebabkan macet dijalan raya Pangkalan Keriinci terutama pada

hari libur. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09

Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
belum rutin dalam kegiatan pengawasan sehingga para PKL masih berjualan
seperti biasanya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi
sebagai berikut:

*“...Saya perhatikan Satpol PP belum melakukan pengawasan dengan

rutin sehingga para PKL semkin bertambah dan tidak adanya rasa

takut terhadap Satpol PP dikarenakan tidak adanya penagawasan
disetiap hari kerja bagi para PKL. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu
pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP
belum melakukan pengawasan dengan rutin sehingga para PKL semakin
bertambah dan tidak adanya rasa takut terhadap Satpol PP dikarenakan tidak
adanya penagawasan secara rutin.

Hasil observasi penelitian bahwa satpol PP belum melakukan
pengawasan bagi para PKL secara rutin.setiap hari kerja melainkan kegiatan
pengawasan dilakukan hanya apabila himbauan dari masyarakat bahwa PKL
meresahkan masyarakat menyebabkan kemcetan barulah Satpol PP
melakukan pengawasan dan pengamanan dan itupun tidak berlangsung

disetiap hari kerja satpo PP sehingga banyak PKL yang balik berjualan pada

tempat sebelumnya.
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Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa satpol pp belum
melakukan pengawasan disetiap hari kerja melainkan apabila ada himbauan

masyarakat atas keresahan masyarakat barulah satpol PP bertindak dan

kerja yang tegas dimana @ pahwa kurangnya kerjasama petugas
didalam penangan PKL yang melanggar penempatan berjualan dan
penetapan sanksi tegas dimana terlihat pemberian sanksi hanya sebatas
tegoran dan himbauan saja yang seharusnya dapat dilakukan dengan

melakukan penutupa hingga penyitaan grobak PKL.

4. Diketahui kerjasama satpol PP dengan Camat dan Lurah dan Dinas pasar

belum terlihat bekerjasama didalam penaganan PKL di kecamatan
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Pangkalan Keriinci didalam aturan Penempatan PKL dan belum adanya
kerjasama Satpol PP dengan masyarakat sehingga banyak PKL melanggar

aturan dan masih melakukan aktivitas seperti biasanya.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

ataan, kelima

etahui bahwa

masih rendah sehingga kegiatan penagan PKL dilakukan dengan
maksimal.

2. Sementara hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di
Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci bahwa diketahui Diketahui

kurangnya petugas satpol pp terutama dilapangan didalam melakukan
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kegiatan sosialisasi, belum adanya ketetapan waktu kegiatan patroli, satpol
pp belum secara utuh memiliki sikap dan komitmen kerja yang tegas

dimana diketahui bahwa kurangnya kerjasama petugas didalam penangan

cgas dimana terlihat

baik masyarakat dan pare



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

107

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

An-naf, Julisar. 2002. Pedagang Kaki Lima dalam Berbagai
ahannya. Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.

. ITS Press:

Jawa Timur. Penelitian DN Jatinagor.

Moleong J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Musanef. 2007. llmu Pemerintahan, Bandung.Mandar.

Munaf, Yusri. 2015. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru. Marpoyan
Tujuah

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Sebuah Rekontruksi IImu Pemerintahan. Jakarta.
Rineka Cipta.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

108

1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta.

Rineka Cipta.

Rasyid, M. Ryass. 1997. Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan
Kepemimpinan. Jakarta. Yasrif Watampone.

a
int
o
g R&D. Bandung,
7

261-262. 2008.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dan Pemadam
Kebakaran.



	Binder1.pdf
	Untitled-3
	Untitled-4
	Untitled-5
	Untitled-6

	Binder2.pdf
	Untitled-7
	Untitled-8
	Untitled-9
	Untitled-10

	Binder3.pdf
	Untitled-11
	Untitled-12
	Untitled-13
	Untitled-15
	Untitled-16
	Untitled-17
	Untitled-18

	Binder5.pdf
	Binder6.pdf
	4
	Untitled-4
	Untitled-5
	Untitled-6

	Binder7.pdf
	Untitled-4
	Untitled-5
	Untitled-6




